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KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI 

NOMOR 38 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENETAPAN PENGELOLA/ADMIN MEDIA SOSIAL RESMI 

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan 

pengelolaan media sosial jaringan dokumentasi dan 

informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Jambi, maka perlu untuk menunjuk dan 

mengangkat Pengelola/Admin Media Sosial Resmi Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan 

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Jambi; 

b.     bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris  

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang 

Penetapan Pengelola/Admin Media Sosial Resmi Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Jambi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja  Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 377);  

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 
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Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) 

sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang 

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan 

Informasi Publik di Komisi Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2024 Nomor 531); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 799); 

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan 

Umum; 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 

24 Tahun 2025 Tentang Penetapan Akun Media Sosial 

Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN PENGELOLA/ADMIN 

MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

JAMBI. 

KESATU : Menetapkan Pengelola/Admin Media Sosial Resmi Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Jambi sebagai berikut: 

a. Facebook    :  Riski Pratama, Fariz Monteza 

b. X                : Riski Pratama, Fariz Monteza 

c. Instagram   : Riski Pratama, Fariz Monteza 

d. Youtube       :       Riski Pratama, Alcika Ferdin 

e. Tiktok         :  Riski Pratama, Alcika Ferdin 

      Pengelola/Admin Akun Media Sosial Resmi Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi Jambi dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian 

Hukum pada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan 

Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Jambi. 

KEDUA : Pengelola/Admin Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi 

dan Informasi Hukum  Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi 

bertugas: 

a. Mengatur ketersediaan dokumentasi dan informasi yang 

lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan 

mudah. 

b. Mengingkatkan kualitas dokumentasi dan pelayanan 

kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan 

yang baik, akuntabel transparan, efektif dan efisien. 

c. Mengupload seluruh kegiatan yang dilaksanakan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Jambi. 

d. Membuat laporan bulanan, triwulan, maupun tahunan.  
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  

 

Ditetapkan di Jambi 

pada tanggal 7 Mei 2025     

 

   SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI JAMBI, 

 

         ttd. 

 

         H. KHOIRUL BAHRI LUBIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI JAMBI 

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan 

Pemilu dan Hukum, 

 

 

 

Deddy Herawan 


